


 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR 

RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

NOMOR : 445/01895a/ II/2022 

 
TENTANG 

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) TAHUN 2022    
 

Direktur RSUD PROF. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto  

Provinsi Jawa Tengah : 

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat 

diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; 

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat 

dan terbatas; 

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi 

Publik badan publik wajib membuat pertimbangan 

tertulis atas setiap kebijakan yang diambil. 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka 
perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang 
Dikecualikan, perlu menetapkan Keputusan Direktur 

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi 
Jawa Tengah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) 

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan; 



5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit; 

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran; 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan; 

8. Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi 

Transaksi Elektronik; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 

10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 31 
Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat COVID-20; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 

2008; Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit 
Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 
Jawa Tengah; 

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 
Tentang standar Layanan Informasi Publik; 

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo 
Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94); 

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2011 Nomor 10); 

15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32/ 

tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017 Tentang Pembentukan 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan 

Pemebentukan Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah; 

16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah  Nomor 360/3/Tahun 
2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat 
Bencana Corona Virus Desease (Covid-19) di Provinsi 

Jawa Tengah; 

17. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 

440/0005942 tanggal 14 Maret 2020 tentang 
Peningkatan Status Kewaspadaan Terhadap Risiko 

Penularan Infeksi COVID di Jateng; 

18. Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 440/0006405 
tanggal 19 Maret 2020 tentang Antisipasi Risiko 

Penularan Infeksi Covid pada Area Tempat Kerja, 
Fasilitas Umum dan Transportasi Publik di Jateng; 

19. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Informasi 

Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat 
Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

 



Memperhatikan   : Surat keterangan tidak ada uji konsekunsi tahun 2022 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan 

PERTAMA : Informasi Publik Dikecualikan Tahun 2022 pada RSUD Prof. 
Dr. Margono Soekarjo sebagaimana tercantum dalam 
lampiran surat keputusan ini; 

KEDUA : Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud 
dalam diktum PERTAMA masih memberlakukan kembali 

Daftar Informasi Dikecualikan tahun 2021; 
KETIGA : 

Tidak ada uji Konsekunsi di tahun 2022; 

KEEMPAT : Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud 
dalam diktum KEDUA adalah Informasi  dugaan pelanggaran 
(korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh 

masyarakat kepada Direksi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo; 
KELIMA 

KEENAM 

: 

: 

Batas waktu pengecualian 3 (tiga) Tahun ; 

Naskah pertimbangan sebagaimana terlampir menjadi bagian 
yang tak terpisahkan dari keputusan ini; 

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  

 
 

  
  Ditetapkan di : Purwokerto 

 Pada tanggal  : 19 Februari 2022 

Plt. DIREKTUR 

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo  

Provinsi Jawa Tengah 

 

 

             (UNTUNG GUNARTO) 

 

 

 
 

Tembusan : 
1. PPID Utama Provinsi Jawa Tengah; 
2. Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional  RSUD. Prof. Dr. Margono 

Soekarjo. 
3. Pertinggal. 

 








